
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 067/KPTS/2023

TENTANG

IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN KEGIATAN

PENANGANANNYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  menuju  tata  kelola

pemerintahan daerah yang bebas dari benturan

kepentingan;

b. bahwa  Dinas  Pendidikan wajib  melakukan

identifikasi  potensi  benturan kepentingan dan

merancang  kegiatan  penanganannya  dalam

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Strategi

Nasional Pencegahan Korupsi;

3. Peraturan  Bupati  Sleman Nomor  29.4  Tahun

2019  tentang  Petunjuk  Teknis  Penanganan

Benturan  Kepentingan  di  Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sleman.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

DAN  KEGIATAN  PENANGANANNYA  DI  DINAS

PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Identifikasi  potensi  benturan  kepentingan  dan

kegiatan  penanganannya  disusun  dalam  rangka

mengupayakan  terwujudnya  tata kelola

pemerintahan  yang  bebas  korupsi,  kolusi  dan

nepotisme di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

KEDUA : Identifikasi  potensi  benturan  kepentingan  dan

kegiatan  penanganannya  menjadi  bahan  untuk

melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  atas

pelaksanaannya,  paling  sedikit  6  (enam)  bulan

sekali.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 19 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,  

Drs. ERY WIDARYANA, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19650110 198903 1 018
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR SLEMAN
NOMOR 067/KPTS/2023
TANGGAL  19 September 2023
TENTANG IDENTIFIKASI POTENSI 
BENTURAN KEPENTINGAN DAN 
KEGIATAN PENANGANANNYA

No
Uraian

Benturan
Kepentingan

Pejabat/ Pegawai
yang Terkait Penyebab

Prosedur Pencegahan/
Penanganan

1. Proses 
pengadaan 
barang dan jasa
yang tidak 
transparan atau
profesional yang
menguntungkan
pihak tertentu

- Kepala Dinas
- Pejabat 

struktural eselon
III, eselon IV, 
dan Sub 
Koordinator

- Pejabat Pembuat
Komitmen, 
Pejabat 
pengadaan

- Staf pelaksana

- hubungan 
afiliasi

- potensi 
gratifikasi dari 
penyedia

- penyalahgunaan
wewenang

- pengadaan 
barang/jasa sesuai 
ketentuan

- keteladanan 
pimpinan

- pemberian sanksi 
yang tegas terhadap 
pelanggaran dalam 
rangka efek jera

2 Proses 
penyaluran 
anggaran ke 
pegawai/guru 
yang tidak 
transparan atau
profesional yang
menguntungkan
pihak tertentu

- Kepala Dinas
- PPTK/Eselon III
- Pengampu 
kegiatan (eselon 
IV atau sub 
koordinator)
- Staf pelaksana

- Hubungan afiliasi
- Potensi gratifikasi

dari penerima 
penyaluran
- Penyalahgunaan 

wewenang

- Pakta integritas 
pejabat/pegawai yang
terkait
- Pemberian sanksi 

yang tegas sesuai 
pelanggaran pakta 
integritas
- Penyusunan SOP dan

Standar Pelayanan

3 Proses 
penyaluran 
anggaran ke 
sekolah yang 
tidak 
transparan atau
profesional yang
menguntungkan
pihak tertentu

- Kepala Dinas
- PPTK/Eselon III
- Pengampu 
kegiatan (eselon 
IV atau sub 
koordinator)
- Staf pelaksana

- Hubungan afiliasi
- Potensi gratifikasi

dari penerima 
penyaluran
- Penyalahgunaan 

wewenang

- Pakta integritas 
pejabat/pegawai yang
terkait
- Pemberian sanksi 

yang tegas sesuai 
pelanggaran pakta 
integritas
- Penyusunan SOP dan

Standar Pelayanan
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No
Uraian

Benturan
Kepentingan

Pejabat/ Pegawai
yang Terkait Penyebab

Prosedur Pencegahan/
Penanganan

4 Proses 
pengurusan 
kepegawaian 
yang tidak 
transparan atau
profesional yang
menguntungkan
pihak tertentu

- Sekretaris/ 
Kabid PTK
- Kasubag 
Umpeg/Kasi/Su
b Koordinator 
PTK
- Staf Pelaksana

- Hubungan afiliasi
- Potensi gratifikasi

dari penerima 
penyaluran
- Penyalahgunaan 

wewenang

- Pakta integritas 
pejabat/pegawai yang
terkait
- Pemberian sanksi 

yang tegas sesuai 
pelanggaran pakta 
integritas
- Penyusunan SOP dan

Standar Pelayanan

5 Proses tindak 
lanjut hasil 
pemeriksaan 
yang tidak 
sesuai 
ketentuan

- Kepala Dinas
- Sekretaris/ 
Kabid
- Kasubag/ Kasi/ 
Sub Koordinator 
- Staf Pelaksana

- Hubungan afiliasi
- Potensi gratifkasi 

dari obyek 
pemeriksaan agar
menghapus 
temuan

- Pakta integritas 
pejabat/pegawai yang
terkait
- Pemberian sanksi 

yang tegas sesuai 
pelanggaran pakta 
integritas
- Penyusunan SOP dan

Standar Pelayanan

6 Proses verifikasi
SPJ yang tidak 
sesuai 
ketentuan

- Kepala Dinas
- Sekretaris/ 
Kabid
- Kasubag/ Kasi/ 
Sub Koordinator 
- Staf Pelaksana

- Hubungan afiliasi
- Potensi gratifkasi 

dari obyek 
pemeriksanaan 
agar meloloskan 
verifikasi SPJ 

- Pakta integritas 
pejabat/pegawai yang
terkait
- Pemberian sanksi 

yang tegas sesuai 
pelanggaran pakta 
integritas
- Penyusunan SOP dan

Standar Pelayanan
-

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,  

Drs. ERY WIDARYANA, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19650110 198903 1 018
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